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Hal . Integritas Auditor

Yth.
1. ParaDeputi Kepala BPKP
2. ParaKepaa Pusat
3. ParaKepaa Perwakilan
di lingkungan Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan

Sebagaimana diketahui masalah integritas, khususnya bagi seorang auditor, merupakan
hal yang sangat utama untuk dijadikan panduan dalam setiap pelaksanaan tugas,
disamping masalah keahlian/kompentensi. Pada kondis seperti saat ini, masalah tersebut
lebih mengemuka mengingat tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme
pada petugas HPKP semakin tinggi. Bahkan pada ujung tuntutan tersebut akhirnya
dipermasalahkan eksistenss HPKP.

Sebenarnya sgjak dulu kita telah sangat menyadari akan pentingnya masalah integritas

tersebut. Pimpinan HPKP beberapa kali telah meminta perhatian kita semua untuk

mengambil langkah-langkah guna tegaknya integritas dan sekaligus mengantisipas
adanya sikap yang berpotensi melemahkan integritas tersebut.

Namun harus diakui bahwa upaya penegakan integritas merupakan proses yang

berkelanjutan. Sebagai pimpinan, kita harus selalu menyadari tanggung jawab kita dalam

membina bawahan dalam penegakan integritas tersebut, baik untuk saat ini, maupun
untuk masa datang. Oleh karena itu saya ingin menggak Saudara-saudara untuk
membaca kembali beberapa surat/surat edaran yang pernah dikeluarkan oleh pimpinan

HPKP, antaralain :

1. a Surat Kepada BPKP Nomor : S-78/K/1985 tanggal 21 Maret 1985 perihd
Larangan Membebankan Biaya Pemeriksaan Kepada Obyek-obyek yang
Diperiksa

b. Surat Deputi Kepaa BPKP Bidang Pengawasan Khusus Nomor : S
991/D.VI1/1987 tanggal 8 Desember 1987 periha Larangan Menerima Pemberian
Apapun Y ang Berhubungan dengan Tugas Jabatan.

Untuk beberapa obrik BUMN, untuk saat ini kedua surat tersebut dapat dianggap

kurang relevan, mengingat adanya kebijaksanaan kita yang telah disetujui oleh

Menteri Keuangan untuk membebankan biaya audit kepada beberapa BUMN tertentu.

Tetapi untuk jenis obrik lainnya, substans tersebut tetap relevan.

2. Surat Kepala BPKP Nomor : S611/K/1989 tanggal 4 Desember 1989, perihal

Keraguan Masyarakat Terhadap Para Akuntan.

3. Surat Edaran Kepala BPKP No. SE-466/K/1990 tangga 28 September 1990, perihal

Peningkatan K epatuhan K epada K etentuan-K etentuan yang Berlaku.

4. Surat Kepala BPKP Nomor : S445/K/1993 tanggal 9 September 1993, perihal

Penjagaan |ndependens.

5. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor : SE-157/K/1995 tanggal 13 Maret 1995 tentang

Peningkatan K egiatan Pengawasan.

6. Surat Kepala BPKP Nomor : SR-590/K/1995 tanggal 22 Juni 1995, perihal

K ebijaksanaan Penetapan Hari Perjalanan Dinas

7. Surat Kepala BPKP Nomor : S-05.03.00-353/K/1997 tangga 4 Juni 1997, periha Ijin

Bepergian Keluar Kawasan/Wilayah Tugas.

8. Surat Perintah Kepala BPKP Nomor : SPRINT-622/K/1995 tangga 14 Juli 1995,

perihal Disiplin dalam Lingkungan BPKP.

Dengan membaca kembali surat/surat edaran tersebut di atas, saya ingin menggak
Saudara untuk kembali menghayati makna penegakan integritas dan berbaga upayanya
sebagaimana tercantum dalam surat/surat edaran dimaksud. Sekaligus saya instruksikan
Saudara untuk secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap
bawahan Saudara, antara lain dengan memperhatikan surat-surat edaran tersebut sebagal



acuan dan menerapkan sanks sesual ketentuan dalam ha terbukti terjadi adanya
penyimpangan/pelanggaran.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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